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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR      TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMEDANG,
	Menimbang
	:
	a.
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Sumedang.

	Mengingat
	:
	1.
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10.
	Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1377);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun )999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan ../ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20] 6 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);

	
	
MEMUTUSKAN:

	
	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

	
	
	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

	
	
	1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Unit Pelaksana Tenis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan Zatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang baik yang berbentuk Peseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah;
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
13. Komponen Standar Pelayanan adalah unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik;
14. Persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
15. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk Pengaduan;
16. Jangka waktu pcnyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
17. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Penyelenggara dan Masyarakat;
18. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
19. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan dan pelaksanaan tindak lanjutnya;
20. Dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
21. Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;
22. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;
23. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan organisasi penyelenggara atau atasan langsung pelaksana;
24. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja, informasi mengenai komposisi atau jumlah pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya;
25. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
26. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah komitmen untuk memberikan rasa arnan, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan;
27. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan;
28. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dan Direksi BUMD yang membawahkan Pelaksana Pelayanan Publik;
29. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
30. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, sebagai orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
31. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan;
32. Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam pemberian masukan Pelayanan.

	
	
	
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara dalam menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.
(2) [bookmark: _GoBack]Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan selaras dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan Masyarakat.


BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 
a. prinsip penyusunan Standar Pelayanan; 
b. komponen pedoman penyusunan Standar Pelayanan;
c. sistematika pedoman penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan bagi Penyelenggara.

	
	
	

	
	
	
BAB IV
PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4
Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. sederhana yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi Masyarakat maupun Penyelenggara; 
b. partisipatif yaitu penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan Masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan; 
c. akuntabel yaitu hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan;
d. berkelanjutan yaitu Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
e. transparansi yaitu harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh Masyarakat; dan
f. keadilan yaitu Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
 


BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5
(1) Sebelum menyusun Standar Pelayanan, Penyelenggara Layanan harus menyusun Rancangan Standar Pelayanan sebagai bahan kajian diskusi dengan masyarakat; 
(2) Bagi Penyelenggara Layanan yang sebelumnya telah menyusun Standar Pelayanan harus mengidentifikasi Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya dalam menyusun rancangan Standar Pelayanan; 
(3) Standar Pelayanan harus mencantumkan komponen Standar Pelayanan yang terdiri dari:
a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (servicedelivery); dan
b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing).
(4) komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a meliputi :
a. persyaratan;
b. sistem, mekanisme dan prosedur;
c. jangka waktu pelayanan;
d. biaya/tarif;
e. produk layanan
f. pengelolaan pengaduan.
(5) komponen yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b meliputi :
a. dasar hukum;
b. sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas;
c. kompetensi pelaksana;
d. pengawasan internal;
e. jumlah pelaksana;
f. jaminan pelayanan;
g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
h. evaluasi kinerja pelaksana.
(6) komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib dipublikasikan oleh Penyelenggara Layanan.
(7) Format Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

	
	
	

	
	
	BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN 
STANDAR PELAYANAN

Pasal 6
(1) Penyusunan rancangan Standar Pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. 
(2) Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
a. pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pubik baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
b. tokoh masyarakat;
c. akademisi;
d. dunia usaha;
e. organisasi profesi;
f. dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
(4) Penetapan dan jumlah wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta jumlahnya, ditentukan oleh pcnyelenggara dengan memperhatikan integritas, kompetensi, kepedulian, dan kepentingan di bidang pelayanan yang bersangkutan.

BAB VII
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 7
(1) Penyelenggara wajib membuat berita acara pembahasan Standar Pelayanan sebelum penetapan Standar Pelayanan.
(2) Pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Standar Pelayanan yang telah disepakati, ditetapkan oleh Penyelenggara Layanan.
(4) Format Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 8
(1) Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara Layanan wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
b. pernyataan memberi pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayaan yang diberikan tidak sesuai standar.
(3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan ditetapkan melalui berbagai media informasi baik elektronik maupun non elektronik yang  mudah diketahui, dilihat, dibaca dan diakses oleh masyarakat.
(4) Format Maklumat Pelayanan untuk ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercanturn dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


	
	
	
BAB IX
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
Pasal 9

	
	
	(1) Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), diinternalisasi dan disosialisasikan kepada pihak terkait.
(2) Penyelenggara mendokumentasikan kegiatan internalisasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10
(1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, penyelenggara wajib melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11
Pembinaan dan pengawasan Standar Pelayanan di Perangkat Daerah Kabupaten dan BUMD dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.



	

	
	Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 
BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR

	
	

	Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI

	


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ….. NOMOR…..
 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR	:
TENTANG 	: PEDOMAN PENYUSUNAN 
  STANDAR PELAYANAN DI
  LINGKUNGAN PEMERINTAH 
  KABUPATEN SUMEDANG


PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

A. IDENTIFIKASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
Pada awal penyusunan Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan, memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan berupa rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.
Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara pelayanan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor permasalahan yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan tersebut. 
Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu :
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
1) persyaratan; 
2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 
3) jangka waktu pelayanan; 
4) biaya/tarif; 
5) produk pelayanan;
6) penanganan pengaduan, saran dan rnasukan.
b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
1) dasar hukum; 
2) sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; 
3) kompetensi pelaksana; 
4) pengawasan intemal; 
5) jumlah pelaksana
6) jaminan pelayanan; 
7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; 
8) evaluasi kinerja pelaksana.
Guna terlaksananya penyusunan Rancangan Standar Pelayanan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan
Tim Standar Pelayanan dibentuk oleh penyelenggara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Keanggotaan Tim Penyusun Standar Pelayanan
Keanggotaan Tim Standar Pelayanan terdiri atas: Pimpinan Organisasi Penyelenggara, pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa pelayanan (front liner).
Dalam rangka mernperbaiki kualitas pelayanan yang didasarkan pada irnplernentasi Standar Pelayanan, maka pembentukan Tim Standar Pelayanan sebaiknya memperhatikan pihak-pihak yang berperan dalam Tim yang menentukan keberhasilan penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan (pengambil keputusan) di Pemerintah Oaerah. Tim Standar Pelayanan anggotanya dipilih dan ditugaskan oleh Pimpinan Organisasi Penyelenggara secara formal tertulis yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Organisasi Penyelenggara. Struktur keanggotaan Tim Standar Pelayanan sekurang-kurangnya 3 orang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Anggota Tim Standar Pelayanan dipilih oleh Pimpinan Organisasi Penyelenggara.
b. Tugas Tim Penyusun Standar Pelayanan
1) mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan Unit Pelaksana Pelayanan (UPP) serta hal-hal yang terkait komponen Standar Pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan;
2) menyusun rancangan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan;
3) melakukan pembahasan secara internal penyelenggara layanan terkait rancangan Standar Pelayanan;
4) melaksanakan sosialisasi rancangan Standar Pelayanan dengan masyarakat dan unsur terkait pada kegiatan Forum Konsultasi Publik, dan menyempumakan rancangan Standar Pelayanan (bilamana terdapat masukan dari peserta forum) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara;
5) menyiapkan konsep Maklumat Pelayanan untuk ditetapkan oleh Penyelenggara;
6) mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
7) mempublikasikan Standar Pelayanan yang telah disepakati dan di tetapkan seluas luasnya untuk di ketahui, dan dipahami oleh seluruh lapisan  masyarakat atau pengguna layanan; dan
8) menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan;
9) melaporkan hasil penyusunan dan hasil monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan kepada pimpinan organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Sumedang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Identifikasi Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Pelayanan.
Tujuan dari identifikasi kondisi eksisting penyelenggaraan pelayanan  atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mengetahui dan mendata sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan/atau fungsi manajemen yang terkait dengan komponen standar pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sistem dan prosedur serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati dan meneliti berbagai praktik kebijakan atau  implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.
Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan. Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar Pelayanan, antara lain meliputi:
a. tugas, fungsi, kewenangan dan dasar hukum kelembagaan; 
b. jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat dan pihak terkait; 
c. mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu; 
d. sarana prasarana dan anggaran; 
e. jumlah dan kompetensi SDM; 
f. pengawasan internal; 
g. penanganan pengaduan, saran dan masukan; 
h. sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; 
i. dan aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan.
Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi sebagai berikut:
a. Identifikasi tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan. Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain:
1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja (satker) pelayanan yang ada saat ini
4) Instansi/Unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pclayanan yang akan disusun Standar Pelayanannya;
5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanannya.
Selanjutnya jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut dibuat catatan untuk dituangkan dalam Lembar Kerja-l sebagai berikut :
Lembar Kerja-1
Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan

OPD/UPP : ……..
	No
	Unsur /Aspek Manajemen
	Uraian
	Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait

	1
	Tugas dan fungsi
	
	

	2
	Kewenangan menyelenggarakan pelayanan, meliputi :
	
	

	3
	Instansi/Unit/Satuan Kerja yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
	
	



b. Identifikasi jenis pelayanan, produk pelayanan, Pengguna Produk, dan pihak terkait.
1) Jenis Layanan
Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/satuan kerja pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satuan kerja pelayanan, perlu diidentifikasi untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.
Contoh :
Pada Rumah Sakit, terdapat berbagai jenis pelayanan seperti pelayanan klinik gigi, pelayanan klinik umum, pelayanan klinik bersalin, klinik penyakit dalam, pelayanan instalasi/ apotik farmasi dan lain-lain. masing-masing harus disusun Standar Pelayanannya.
2) Produk Layanan
Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk Pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahapan pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi "produk" dari suatu jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.
3) Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyelenggaraan setiap jenis pelayanan adalah aturan hukum yang menjadi landasan atau pedoman bagi pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan publik. Aturan ini mengatur apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab. 
4) Pengguna Produk
Pengguna produk atau layanan (customer atau user) adalah individu atau kelompok yang menggunakan suatu produk atau layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu, apa atau siapa pengguna layanan masyarakat umum, instansi lain atau internal;
(5) Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan terkait produk pelayanan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh produk atau layanan yang ditawarkan. Mereka dapat memengaruhi keberhasilan produk atau layanan, atau dipengaruhi olehnya. Proses identifikasi pada tahap ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanannya.
Selanjutnya hasil identifikasi dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam Lembar Kerja-2 sebagai berikut:
Lembar Kerja-2
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait
Badan/Dinas/Kec/Kel/PKM/BUMD/……..

	No
	Jenis Pelayanan
	Produk Pelayanan
	Dasar Hukum Penyelenggaran Pelayanan
	Masyarakat/
Pengguna Layanan
	Pihak terkait

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



c. Identifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu
1) Mekanisme dan Prosedur
Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktivitasnya dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya, dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut urutan prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksana/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu berapa lama (menit/jam). Alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan dalam proses pelayanan tersebut agar dibuat atau digambarkan dalam suatu diagram/bagan alir (flowchart), sehingga dapat jelas dan mudah dikenali alur pekerjaannya. 
2) Persyaratan 
Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/ hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan. Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan pelayanan adalah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan. Untuk mempermudah dalam proses penyusunan ini, standar pelayanan yang sudah ada dapat dijadikan rujukan. Dalam proses identifikasi persyaratan pelayanan, juga perlu diperhatikan apakah persyaratan itu harus disampaikan di awal, di akhir atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Proses perumusan persyaratan pelayanan ini dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang ada. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini adalah:
a) daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari masing-masing jenis pelayanan.
b) waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan (diawal, di akhir, atau secara bertahap).
3) Biaya
Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besaranya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan kepada pengelola. Bagi unit pengelola pelayanan, identifikasi ini sangat penting untuk rnenjadi dasar pengajuan anggaran dan penentuan tarif. Apabila pelayanan ke pelanggan diberikan secara gratis, artinya beban biaya pelayanan secara keseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola (pemerintah) . lnformasi biaya ini harus jelas besarannya, dan apabila gratis harus jelas tertulis untuk rnenghindari perilaku petugas yang kurang baik. Proses identilikasi ini dilakukan pada setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan pada tahapan ini adalah:
a. jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari setiap jenis pelayanan (untuk pelayanan yang dipungut biaya); 
b.  jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola pelayanan; dan 
c. daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada pelanggan (apabila terdapat jenis pelayanan yang gratis).
4) Waktu
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul mernperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan.
Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti, dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-3 berikut:
Lembar Kerja-3
Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya,dan Waktu

OPD/UPP		 : ……..
Jenis Pelayanan : ……..






	No
	Produk Pelayanan
	Persyaratan Pelayanan
	Mekanisme dan Prosedur (sebutkan   urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait)
	Biaya
	Waktu
	Penanggung jawab

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



d. Identifikasi sarana prasarana, dan anggaran
(1) Sarana Prasdarana dan Fasilitas 
Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktivitas penyelenggaraan pelayanan. 
(2) Anggaran 
Berapa jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua produk Iayanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang bersangkutan.
selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja -4 berikut:
Lembar Kerja-4
Sarana, Prasarana, Fasilitas Dan Anggaran
OPD/UPP : ……..
	No
	Produk Layanan
	Sarana  Prasarana Pelayanan
	Anggaran
	Ket.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


*keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber                     anggaran pelayanan dsb.
e. Identifikasi jumlah dan kompetensi SDM
Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, paling sedikit mendata: jumlah pelaksana, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pemah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing, selanjutnya  dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-5 sebagai berikut:
Lembar Kerja-5
Jumlah Dan Kompetensi SDM
OPD/UPP : ……..
	No
	Produk Layanan
	Kualifikasi SDM yang tersedia
	Jumlah SDM
	Ket.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


*keterangan : diisi penjelasan kemungkinanan penggunaan SDM olch  
                     beberapa jenis atau produk pelayanan.
f. Identifikasi pengawasan internal
Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satuan kerja. Apakah pada unit/ satuan kerja Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional). Selanjutnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-6 sebagai berikut:
Lembar Kerja-6
Pengawasan Internal
UPP/Satker : ……..
	No
	Status/Bentuk Organisasi
	Prosedur
	Dukungan SDM
	Sarana
	Ket.

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



g. Identifikasi penanganan pengaduan, saran, dan masukan
Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran/ kotak pengaduan, sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara.
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM. Selanjutnya  dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Lembar Kerja-7 sebagai berikut:
Lembar Kerja-7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
UPP/Satker : ……..
	No
	Jenis Penanganan
	Prosedur
	Tindak Lanjut
	Dukugan SDM
	Sarana

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



h. Identifikasi sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan
Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari pihak unit penyelenggara layanan untuk penyelenggaraan memberikan kepastian mengenai kualitas dan produk layanan. Perlu dicermati dan diteliti apakah ada upaya atau kebijakan yang telah dibuat, diciptakan, yang terkait dengan usaha untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya, misalnya menciptakan rambu-rambu antrian, menyiapkan sarana/fasilitas untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna layanan. 
Bentuk penciptaan sarana/fasilitas tersebut perlu dan diidentifikasi, termasuk, apakah sudah didukung standar teknis yang menjamin kearnanan maupun keselarnatan pengguna layanan
i. Identifikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan.
Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem, maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan. Bagi unit pelayanan yang telah memiliki Standar Pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang sudah disusun dan di tetapkan.
Hasil-hasil yang diperoleh dalam setiap proses identifikasi standar pelayanan tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan standar pelayanan untuk membuat rancangan standar pelayanan. Berbagai data dan informasi hasil diskusi dipilih sesuai dengan kebutuhan penyusunan standar pelayanan. Informasi yang dimuat dalam standar pelayanan adalah informasi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dan yang dapat diukur. Penyusunan rancangan standar pelayanan ini penting untuk memudahkan proses diskusi dengan masyarakat. Format yang dapat dipakai dalam membuat rancangan standar pelayanan sebagai bahan diskusi antara lain :

FORMAT RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

	1
	Jenis Layanan
	......... Diisi hasil identifikasi

	2
	Dasar Hukum
	......... Diisi hasil identifikasi

	3
	Persyaratan
	......... Diisi hasil identifikasi

	4
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	......... Diisi hasil identifikasi

	5
	Jangka Waktu Penyelesaian Layanan
	......... Diisi hasil identifikasi

	6
	Biaya/Tarif
	......... Diisi hasil identifikasi

	7
	Produk Layanan
	......... Diisi hasil identifikasi

	8
	Sarana Prasarana dan Fasilitas
	......... Diisi hasil identifikasi

	9
	Kompetensi Pelaksana
	......... Diisi hasil identifikasi

	10
	Pengawasan 
	......... Diisi hasil identifikasi

	11
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan
	......... Diisi hasil identifikasi

	12
	Jumlah Pelaksana
	......... Diisi hasil identifikasi

	13
	Jaminan Pelayanan
	......... Diisi hasil identifikasi

	14
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan 
	......... Diisi hasil identifikasi

	15
	Evaluasi Kinerja
	......... Diisi hasil identifikasi



B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupan penyelenggara pelayanan, terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi:
1. Dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan;
2. Pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas;
3. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.
Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi ini antara lain:
1. Diskusi Grup Terfokus (Focus Group Discussion)
Metode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap materi Rancangan Standar Pelayanan, bila dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis pelayanan yang dibahas.
2. Dengar Pendapat (Public Hearing)
Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya.
Pada proses pembahasan dengan masyarakat, organisasi penyelenggara pelayanan dapat mempertimbangkan pula komponenkomponen lain, seperti: sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, mekanisme pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
Selain itu bagi penyelenggara pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pembahasan Standar Pelayanan juga perlu memperhatikan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM yang dimiliki. Hasil dari pembahasan Rancangan Standar Pelayanan adalah Standar Pelayanan yang sudah disetujui. Standar Pelayanan tersebut sekurangkurangnya memuat: persyaratan, prosedur, waktu, biaya dan produk pelayanan serta mekanisme pengaduan. Format Standar Pelayanan yang dapat digunakan antara lain:
Standar Pelayanan ‘X’ (diisi sesuai jenis pelayanan)
(*) Dasar hukum :……
	1. Persyaratan
	
	1…………………………………
2………………………………..Dst

	2. Prosedur
	
	1…………………………………
2………………………………..Dst

	3. Waktu Pelayanan
	
	1…………………………………
2………………………………..Dst

	4. Biaya/Tarif
	
	1…………………………………
2………………………………..Dst

	5. Produk
	
	1…………………………………
2………………………………..Dst

	6. Pengelolaan Pengaduan
	
	1…………………………………
2………………………………..Dst


(*) Unsur-unsur dalam Standar Pelayanan dapat dikembangkan sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dibuatkan standar.

C. PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
Sebelum dilakukan penetapan Standar Pelayanan, penyelenggara wajib membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan. Pihakpihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan. Standar Pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Rancangan Standar Pelayanan yang telah dihasilkan melalui proses pembahasan dengan masyarakat kemudian disiapkan untuk ditetapkan oleh Penyelenggara menjadi Standar Pelayanan dengan langkah-Iangkah sebagai berikut: 
a. Tim Penyusun Standar Pelayanan menyiapkan konsep Keputusan Pimpinan Penyelenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan dan dilampirkan rancangan Standar Pelayanan yang telah diperbaiki. 
b. Konsep Keputusan terlebih dahulu diparaf oleh seluruh anggota Tim Standar Pelayanan sebelum ditandatangani oleh Pirnpinan Penyelenggara. 
c. Pimpinan penyelenggara yang berwenang menandatangani konsep Keputusan tentang Standar Pelayanan adalah kepala unit pelayanan yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jenis pelayanan dimaksud. 

D. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Proses penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan tersebut, harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran unit pelayanan yang bersangkutan.
Integrasi Standar Pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan Standar Pelayanan diakomodasi melalui program dan anggaran, menjadi acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, acuan pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan, dan menjadi umpan balik dalam tahap perencanaan program dan anggaran berikutnya.
Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar Pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan, sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan unit/satker penyelenggara pelayanan. Proses internalisasi dan sosialisasi ini agar didokumentasikan oleh penyelenggara.

E. PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
Format Maklumat Pelayanan
	
KOP SURAT

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI SELAKU PENYELENGGARA PELAYANAN PADA …….. (Di isi Nama Dinas/Badan/Kantor/UPTD/Unit pelayanan lainnya…), DENGAN INI KAMI MENYATAKAN  SANGGUP MENYELENGGARAKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. DAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN SIAP MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

Sumedang, ………… 20….
NAMA PERANGKAT DAERAH
JABATAN

NAMA KEPALA PD










FORMAT MAKLUMAT PELAYANAN UNTUK DIPAMPANG DI RUANG PELAYANAN UNIT PELAYANAN PUBLIK
	
KOP SURAT

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI SELAKU PENYELENGGARA PELAYANAN PADA …….. (Di isi Nama Dinas/Badan/Kantor/UPTD/Unit pelayanan lainnya…), DENGAN INI KAMI MENYATAKAN  SANGGUP MENYELENGGARAKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. DAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN SIAP MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

Sumedang, ………… 20….
KEPALA ………


NAMA 
 



FORMAT MAKLUMAT PELAYANAN UNTUK BUMD
	
KOP BUMD

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI SELAKU PENYELENGGARA PELAYANAN PADA …….. *diisi nama BUMD, DENGAN INI KAMI MENYATAKAN  SANGGUP MENYELENGGARAKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. DAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN SIAP MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

Sumedang, ………… 20….
DIREKTUR UTAMA,


NAMA 


F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat.
Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement).

G. PENUTUP
Standar Pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Dalam melakukan perbaikan, perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.
Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain Peraturan Menteri ini, pada tahapan lebih lanjut dimungkinkan dibuatkan petunjuk teknis.
Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan di lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penyelenggara wajib merubah Standar Pelayanan apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya.
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